
 
 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG 

MENGGUNAKAN MAHAR ISTRI UNTUK  

KEPENTINGAN PRIBADI 

(Studi Kasus di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru  

Lampung Timur) 

 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi 

Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

dalam Ilmu Syariah 

 

 

 

Oleh : 

IRKHAMNI HABIBUROHMAN 

NPM: 1621010197 

 

 

Program Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  

 

 
 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1442 H/ 2021 M 



i 
 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG 

MENGGUNAKAN MAHAR ISTRI UNTUK 

KEPENTINGAN PRIBADI 

(Studi Kasus di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru  

Lampung Timur) 

 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi 

Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

dalam Ilmu Syariah 

 

 

 

 

Oleh : 

IRKHAMNI HABIBUROHMAN 

NPM: 1621010197 

 

 

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  

 

 

 

Pembimbing I     : Dr. Iskandar Syukur, M.A. 

Pembimbing II    : Ahmad Sukandi, M.H.I. 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1442 H/ 2021 M 



ii 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan menycsri informasi tentang sorang laki-

laki atau suami yang mengguanakan mahar istrinya untuk kepentingan 

pribadi pada masyarakat Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru 

Kabupaten Lampung Timur dan mayoritas beragama Islam. Penelitian 

ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan hukum susiologi 

dengan pendekatan studi kasus, dalam hal ini dengan mencari 

informasi dan mewawancarai responden bagaimana proses 

penggunaan mahar yang dilakukan di desa tersebut. 

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian  field research 

yaitu penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. 

Sumber data: Primer dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, 

data-data. hasil penelitian dengan objek penelitian. Mahar merupakan 

pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai 

wanita, baik berbentuk barang, uang, ataupun jasa, yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian mahar termasuk 

keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum 

wanita dan rasa cinta kasih seorang suami kepada calon istrinya. 

Dalam studi kasus di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru 

Kabupaten Lampung Timur sangat jelas bahwa seorang suami telah 

menggunakan mahar istrinya untuk kepentingan pribadi yang 

melatarbelakangi penggunaan mahar terdapat dua faktor yaitu faktor 

ekonomi dan faktor kurangnya pemahaman agama. Penggunaan 

mahar terhadap sorang suami yang yang menggunakan mahar istri 

untuk kepentingan pribadi sangat jelas dilarang dalam Hukum Islam 

mahar adalah hak istri yang diberikan suami untuk dirinya. Terhadap 

kedudukan mahar sangat jelas hukum Islam sangat melarang seoarang 

suami mengguanakan mahar istrinya dengan secara sepihak. Mahar 

boleh digunakan oleh suami ketika istri benar-benar ridho dan ikhlas 

jika maharnya digunakan.  
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MOTTO 

 

                        

           

 

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” 

(QS. An-nisa (4) : 4) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mempermudah pemahaman tentang judul skripsi ini 

agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran dan kesalah 

pahaman pembaca, terhadap istilah teknis yang terkandung dalam 

judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat 

istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Suami Yang Menggunakan Mahar 

Istri Untuk Kepentingan Pribadi” (Studi di Desa Teluk Dalem 

Kecamatan Mataram Baru Lampung Timur), sebagai berikut: 

Analisis adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah 

masalah guna meneliti masalah tersebut secara mendalam.
1
 

Penjabaran sesudah dikaji sebaiknya, proses pemecahan 

persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
2
 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan 

wahyu Allah SWT dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia 

mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal 

yang beragama Islam.
3
 

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara 

terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami 

kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk 

menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon 

suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon 

suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun 

jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain lain).
4
 

                                                           
1 Hasbi As-Shidqi, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 

41. 
2 Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 

2005), 42. 
3 Amir Syarifuddin, Ushul fiqh Jilid 1,cet.VI, (Jakarta: PT. Logus Kencana 

Wacana Ilmu,1997), 5. 
4 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (kencana: Jakarta), 2010, 84. 
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Dalam epistemologi Hukum Islam mahar merupakan suatu 

pemberian yang wajib atas seorang suami kepada istri sebagai 

pemberian sukarela dan bukti bahwa perkawinan tersebut sah 

dalam pandangan hukum Islam, namun dalam kasus ini penulis 

menemukan masalah yang terjadi di Desa Teluk Dalem 

kecamatan Mataram Baru kabupaten Lampung Timur, bahwa 

beberapa dari pihak suami menggunakan mahar sebagai 

kepentingan pribadi atau dengan makna lain suami tersebut 

mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri, 

maka berangkat dari masalah tersebut terjadi kejanggalan dalam 

dunia ahwal asy syakhsiyah yang terjadi ditengah tengah 

masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

tulisan ini akan menganalisis secara mendalam tentang 

pemakaian mahar oleh suami untuk kepentingan pribadi, dengan 

bahasa lain seorang suami yang mengunakan kembali mahar 

yang telah diberikan kepada istri di Desa Teluk Dalam kecamatan 

Mataram Baru kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini penulis  

 

B.    Latar Belakang 

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang bertujuan 

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai 

dengan Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.
5
 

Allah SWT. Telah melengkapi manusia dengan nafsu 

syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan 

biologisnya. Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang 

                                                           
 5 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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ada berjodoh-jodoh.
6
 Hal ini sesuai dengan firman Allah Surah 

An-Nisa  (4): 1. 

                         

                         

                   

Artinya:“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan 

dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari 

pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah 

kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S An-

Nisa (4): 1 

 

Islam diyakini sebagai agama yang menebar rahmat lil-

alamin (rahmat bagi alam semesta) dan salah satu bentuk rahmat 

yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan 

merupakan aspek penting dalam ajaran Islam didalam Al-Qur‟an 

dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara tentang 

perkawinan baik yang menggunakan kata nikah (berhimpun), 

maupun yang menggunakan kata zawwaja (berpasangan).
7
 

Pernikahan merupakan salah satu dari sunah Rasul, ia 

diartikan sebagai sebuah ikatan dan perjanjian antara suami istri 

yang mengharuskan masing-masing pihak mentaati semua 

kewajibannya, demi memenuhi hak pihak lain. Ketika Allah 

                                                           
 6 Zuhdi Muhdlor,  Memahami Hukum Perkawinan Islam Nikah Cerai Talak  

dan Rujuk, (Bandung: Al-Bayan,1995), 11. 

 7 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga 

Kajian Agama dan Gender, 1999), 1. 
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SWT mewajibkan suami menyerahkan mahar kepada istri, agar 

suami menghayati kemuliaan dan kehormatan istri, maka Allah 

SWT memerintahkannya agar mahar diberikan sebagai 

pemberian atau hibah yang bersifat suka rela.
8
 

Pernikahan memerlukan materi, namun itu bukanlah 

segala-galanya, karena agungnya pernikahan tidak bisa 

dibandingkan dengan materi. Janganlah hanya karena materi, 

menjadi penghalang bagi saudara kita untuk meraih kebaikan 

dengan menikah. Yang jelas ia adalah seorang calon suami yang 

taat beragama, dan mampu menghidupi keluarganya kelak.  

Sebab pernikahan bertujuan menyelamatkan manusia dari 

prilaku yang keji (zina), dan mengembangkan keturunan yang 

menegakan tauhid di atas muka bumi ini. Pernikahan merupakan 

suatu kontrak sosial antar seseorang laki-laki dan perempuan 

untuk hidup bersama tanpa di batasi oleh waktu tertentu. Dalam 

Islam, pemberian maskawin merupakan kewajiban yang harus 

dibayar oleh seorang laki-laki yang menyatakan kesediaannya 

untuk menjadi suami dari seorang perempuan. Mahar merupakan 

(hak murni) perempuan yang disyari‟atkan untuk memberikan 

kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap 

perempuan tersebut, dan sebagai salah satu tanda kecintaan dan 

kasih sayang calon suami kepada calon istri, dan suatu pemberian 

wajib sebagai bentuk penghargaan calon suami kepada calon istri 

yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, 

menghormati dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi 

istrinya Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surah 

An-Nisa (4) ayat 4: 

                         

            

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita 

(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh 
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kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada 

kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) dengan penuh kelahapan lagi baik 

akibatnya.
9
 Q.S An-Nisa (4): 4 

 

Ayat di atas menjelaskan, bahwa hendaklah kalian 

memberikan mahar kepada wanita yang akan kalian nikahi 

sebagai satu pemberian yang bersifat suka rela. Dan kalau mereka 

memberikan kembali sebagian dari maharnya kepadamu, maka 

kalian tidak boleh mengambilnya. Jadi, mahar disini harus ada 

dalam suatu pernikahan. Tujuan pemberiannya adalah untuk 

melanggengkan dan memperkuat ikatan tali cinta kasih pasangan 

suami istri serta membantu meringankan biaya penyelenggaraan 

pernikahan. 

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara 

terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami 

kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk 

menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang suami kepada calon 

istrinya. Dalam istilah ahli fiqh, di samping perkataan “mahar” 

juga dipakai perkataan: “shadaq”, nihlah; dan faridhah” dalam 

bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.
10

Karena 

mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik 

mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum 

memberikannya adalah wajib.
11

 

Dalam Ensiklopedi Islam Al-Kamil, mahar merupakan hak 

bagi perempuan dan kewajiban suami untuk membayarnya, 

sebagai penghalal atas kehormatannya dan menjadikan mahar 

sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan 

dengan memberikan mahar tersebut. Sebagai perintah atas 

                                                           
 9  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: 

Toha Putra, 1989), 115. 
10 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), 3. 
11 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Kencana Media 

Group, 2012), 84. 
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eksistensi perempuan, syiar bagi kedudukannya dan sebagai ganti 

atas seksual dengannya. Serta untuk menyenangkan hatinya dan 

kerelaan atas tanggung jawab laki-laki (suami) kepadanya.
12

 

Adapun pendapat para ulama‟ madzhab tentang pengertian mahar 

atau mas kawin adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Madzhab Hanafiyyah, mahar adalah harta yang 

diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah 

sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang 

diterimanya. 

2. Menurut Mazhab Maliki, mahar adalah sesuatu yang harus 

diberikan kepada seorang istri didalam kehendak untuk 

menggaulinya.  

3. Menurut Madzhab Syafi‟i, mahar adalah sesuatu yang 

diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada 

perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota 

badannya sebab pernikahan. 

4. Menurut Madzhab Hanbali, mahar adalah sebagai 

pengganti dalam pernikahan baik mahar ditentukan dalam 

akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhoan kedua 

belah pihak.
13

 

Menurut Prof  Dr. Amir Syarifuddin mahar merupakan 

pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan 

pada waktu akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena 

sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus 

dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu. Dengan 

mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi 

kewajiban materiil berikutnya.
14

 Mahar menurut Dr. Hammudah, 

Abd Al-Ati mahar merupakan simbol rasa cinta yang mendalam 

dan serius. Pihak perempuan dengan menerima mahar itu berarti 

                                                           
12 Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijiri, Ensiklopedia Al-

Kamil, penyunting, team Darus Sunnah, (Jakarta: 2008), 1005-1006.  
13 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Fajar Intrapratama Offset, 

2006), 85. 

 14 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ( Jakarta: 

Perenada Media, 2007), 87. 
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menyatakan dirinya menyatu dengan calon suaminya. Sedangkan 

bagi pihak keluarga si wanita, mahar merupakan simbol dari 

persaudaraan dan solidaritas serta perasaan aman dan bahagia 

karena putrinya berada ditangan laki-laki yang baik dan 

bertanggung jawab.
15

 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan 

sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, 

baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam.
16

 dan di dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum 

Islam mengemukakan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada 

mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.
17

 Pada 

dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi 

merupakan suatu pemberian yang bersifat semi mengikat, yang 

harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan 

suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar 

yang disepakati itu diserahkan. Mahar adalah simbol dari 

kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada 

mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar 

yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolis itu tercapai dengan 

apa yang mudah didapatkan.
18

 

Dalam kitabnya Kifayah Al-Ahyar, Imam Taqiyuddin Abu 

Bakar Al-Husaini menyebutkan bahwa mas kawin adalah nama 

harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebab 

pernikahan atau sebab persetubuhan. Di dalam Al-Qur‟an mas 

kawin juga dinamakan shadaq, nihlah, fariidhah, dan ajr.  

Sedangkan di dalam hadits mas kawin disebut juga mahar, 

aliiqah dan uqar.
19

 Adapun Menurut Ibnu Qudamah mahar 

                                                           
 15 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 73. 
16 Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama 

R.I, Kompilasi Hukum Di Indonesia, (Jakarta: 2001), 1. 

 17 Ibid, 9. 

 18 Djaman Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Toha Putra, 1993), 84. 
19 Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatu Al-Ahyar, Terj. Achmad 

Zaidun dan A. Ma‟ruf Asrori (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset 1997), 406. 
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memiliki 9 nama, yakni: shadaq, sedekah, mahar, nihlah, 

faridlah, ajr, alaiq, ufr dan hiba‟.
20

  

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili terdapat 10 lafadz 

yang memiliki kesamaan makna dengan mas kawin. Dengan 

demikian di kalangan para ulama‟ terdapat berbagai pendapat 

terkait lafadz-lafadz yang semakna dengan mas kawin. Lafadz-

lafadz tersebut memiliki latar belakang khusus terkait 

penyebutannya sebagai nama lain dari mahar atau mas kawin. 

Lafadz ini sesuai maknanya yakni upah, menunjuk pada mas 

kawin yang dijadikan dasar-dasar para Ulama‟ Hanafiyyah untuk 

menyatakan bahwa mas kawin haruslah sesuatu yang bersifat 

material. Sedangkan kelompok ulama‟ Syafi‟iyyah tidak 

mensyaratkan sifat material untuk mas kawin. Penyebutan kata 

upah dalam ayat tersebut sebagai mahar hanyalah karena 

pemberian mahar berupa material umum terjadi dimasyarakat. 

Namun Rasulullah SAW dalam suatu riwayat memperbolehkan 

pemberian mahar berupa pengajaran atau pembacaan Al-

Qur‟an.
21

 Imam Syafi‟i menjelaskan bahwa Allah telah 

memerintahkan para suami untuk memberikan kepada wanita 

upah-upah dan mas kawin mereka. Adapun yang dimaksud 

dengan upah disini adalah mahar itu sendiri. 
22

 

Pendapat Islam sebagai agama yang sempurna telah 

mengatur penganutnya dengan berbagai aturan di semua aspek, 

termasuk aspek mahar dalam perkawinan. Ketika membicarakan 

masalah perkawinan, banyak hal yang harus diperhatikan antara 

lain adalah mahar, karena salah satu hubungan Islam yang timbul 

dari sebab perkawinan adalah kewajiban calon suami untuk 

mengeluarkan sejumlah kekayaan kepada istrinya yang disebut 

mahar. Jadi, mahar yang dimaksud ialah merupakan syariat Islam 

yang diwajibkan bagi pemuda yang hendak menikahi seorang 

wanita, Sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab 

suami atas kesejahteraan keluarganya.  Mahar juga berfungsi 

                                                           
20 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1974), 719. 

 21 Quraisy Syihab, Tafsir Mishba, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 488. 
22 Imam Syafi‟i, Ringkasan Kitab Al-Umm, Terj. Imron Rosadi dkk, 

(Jakarta: Pustaka Azzam Jil. II 2012), 485. 
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sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina 

suatu kehidupan berumah tangga bersama calon istrinya.
23

 

Syaikh Wahbah Zuhaili menafsirkan dengan pendapatnya 

yang mengatakan bahwa disebabkan kenikmatan yang didapat 

laki-laki dari perempuan yang telah dinikahinya dengan akad 

syar‟i dan permanen, maka berikanlah mahar kepada mereka 

seperti yang diwajibkan Allah atas diri kalian. Mahar merupakan 

pemuliaan bagi para perempuan, bukan sebagai harga dari 

sesuatu atau alat tukar dalam jual beli. Mahar bukan sebagai 

imbalan bersenang-senang dengan si perempuan, melainkan 

untuk mewujudkan keadilan dan persamaan sebagai bukti cinta 

dan keikhlasan.
24

 Dan di jelaskan sangat jelas bahwa seorang 

laki-laki tidak di anjurkan mengambil mahar ataupun meminta 

Mahar ataupun Harta yang sudah diberikan. Surah An-Nisa ayat 

20: 

                   

                            

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri 

yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada 

seorang di antara mereka harta yang banyak, maka 

janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun 

darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali 

dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan 

(menanggung) dosa yang nyata.
25

 

 

Dalam hal ini, tidak halal bagi seorang laki-laki mengambil 

kembali mahar yang sudah ia berikan kepada seorang wanita 

(yakni istrinya) jika ia hendak menalaknya. Meskipun ia telah 

                                                           
 23 Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, Nihyah Al-Muhtaj, (Mesir: 

Musthafa Al-Baby Al-Halaby, Juz 6, 1938), 238. 

 24 Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Wasith, (Damsik: Dar Al-Fakir, 2006), 275. 

 25 Tim Pelaksana Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan 

Terjemahan, 79. 
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memberinya mahar dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu ia 

tidak boleh memaksanya dan merugikannya dengan tujuan 

mengambil kembali mahar tersebut. Syarat pengambilan mahar 

boleh dilakukan ketika seorang wanita (istri) melakukan kekejian 

yang nyata seperti zina, durhaka, penentangan dan kata-kata 

kotor, maka ia boleh meminta kembali mahar yang telah ia 

berikan kepadanya dan ia boleh membuatnya bosan lalu meminta 

cerai (khulu’) dan memberinya imbalan.  

Disini saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  sangatlah menarik untuk diangkat penulis untuk 

menyusun skripsi ini dengan judul: “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Seorang Suami yang Menggunakan Mahar Istri Untuk 

Kepentingan Pribadi” (Studi Desa Teluk Dalem Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur). 

 

C. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini menitikberatkan pada pandangan 

Hukum Islam terhadap  seorang suami yang menggunakan mahar 

istri untuk kepentingan pribadi di Desa Teluk Dalem Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah yang menyebabkan seorang suami menggunakan 

mahar istrinya di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram 

Baru Lampung Timur? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan 

mahar oleh suami untuk kepentingan pribadi di Desa Teluk 

Dalem Kecamatan Mataram Baru Lampung Timur? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk: 

1. Ingin mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya 

penggunaan mahar  atau pemakaian mahar di Desa Teluk 

Dalem Kecamatan Mataram  Baru. 
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2. Ingin mengetahui bagaimana hukum Islam memandang 

hukum seorang suami yang menggunakan mahar istri 

untuk kepentingan pribadi. 

Jika di tinjau dari aspek Teoritis, Hasil studi ini diharapkan 

dapat dipergunakan untuk menambah atau memperkaya ilmu 

keislaman dibidang hukum islam khususnya, dan aspek praktis 

Hasil studi ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi masyarakat umum dalam menghadapi kasus 

atas penggunaan mahar tersebut. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan: 

a. Untuk memberikan wawasan secara lebih jelas mengenai 

penerapan penggunaan mahar tehadap hukum islam dan 

mengetahui hukum hukumnya. 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 

boleh tidaknya menggunakan mahar tersebut. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam rangka penulisan skripsi  ini, penulis menggunakan 

metode untuk memudahkan dalam pengumpulan data, 

pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini 

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian  field 

research yaitu penelitian atau karya berdasarkan data yang 

ada di suatu area, data yang didapat dari subjek yang 

diwawancarai, objek atau subjek yang dianalisis, responden 

yang berkontribusi yang dikelompokkan berdasarkan 

segmentasinya sesuai keperluan sehingga menjadi 
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komunitas,
26

 yaitu tentang hukum penggunaan mahar atas 

kepentingan pribadi di Desa Teluk Dalem Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. 

b. Sifat Penelitian 

Segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian 

Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan, menilai secara 

objektif data yang dikaji, kemudian menganalisis data
27

 

hukum Islam tentang penggunaan mahar atas kepentingan 

pribadi di Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. 

Lampung Timur. 

2. Bahan Hukum Primer 

 Data Primer adalah data utama yang diperoleh dari sumber 

utama, berupa interview langsung kepada para pelaku terhadap 

pelaksanaan penggunaan mahar terhadap istri untuk 

kepentingan pribadi.  

a.  Lokasi penelitian  

Pebelitian dilakukan di desa teluk dalem kecamatan 

mataram baru kabupaten lampung timur. 

b. Teknik pengambilan sampel 

  Menggunakan teknik berupa interview langsung 

kepada para responden terhadap penggunaan mahar. 

3. Bahan Hukum Sekunder  

 Bahan Hukum Sekunder merupakan sekumpulan data data-

data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Data 

sekunder pada penelitian ini adalah berupa buku yang terkait 

dengan perkara mahar seperti: jurnal, terkait permasalahan yang 

diteliti. 

 

                                                           
 
26 Kartini Kartono, Metodologi Riset Sosia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 

1996), 81. 
27 Sumadi Suryabrata,  Metode Penelitian, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013), 10. 
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4. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan 

memberikan pemahaman atas bahan hukum lainnya. Bahan 

hukum yang di gunakan oleh penulis adalah Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, 

peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian 

terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah 

yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi 

syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang 

namanya plagiarisme atau mencontek secara utuh hasil karya 

tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik 

dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi 

terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya 

adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan 

sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam 

penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-

penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat 

keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda 

dengan penelitian terdahulu.  

Penelitian tentang mahar sebenarnya telah banyak 

dilakukan tetapi banyak berkaitan terhadap penentuan dan 

penetapan mahar. Yang masih berkaitan terhadap penelitian 

terdahulu pembahasan  “Skripsi yang dibuat oleh Fauzur Rahman 

pada tahun 2015 dengan judul "Praktik Pengembalian Mahar 

Qabla dukhul (Studi kasus di Desa Tambak Dana Kecamatan 

Astambul)”. Penelitian dalam skripsi ini mengangkat 

permasalahan mengenai praktik pengembalian mahar qabla 

dukhul (studi kasus di Desa Tambak Danau Kecamatan 

Astambul). Yang melatar belakangi dalam masalah praktik 

pengembalian mahar qabla dukhul tersebut karena adanya 



 14 

kesalahpahaman mantan suami dan istri dalam pembagian mahar 

qabla dukhul yang disebabkan salah pemahaman terhadap mahar 

dan petalian/jujuran yang dapat menimbulkan polemik. Praktik 

pengembalian dalam kasus pertama yang mana mahar sebelum 

dukhul yang terjadi di desa Tambak Danau sesuai dengan hukum 

Islam yaitu mengembalikan mahar setengah dari mahar yang 

diucapkan, namun dalam permasalahan ini terletak pada 

pemahaman akan mahar mahar tersebut, pesangon/jujuran 

merupakan sebuah pemberian dari calon suami kepada calon Istri. 

Dalam kasus ini pengembalian mahar qabla dukhul tidak sesuai 

dengan yang ada dalam hukum Islam, dikarenakan mahar yang 

diucapkan dikembalikan. Penyebab dikembalikannya mahar 

tersebut di kembalikan dikarenakan pernikahan karna dijodohkan, 

tidak memahami hukum Islam, khususnya persoalan pernikahan, 

tingkat pendidikan yang rendah, terjadinya perselisihan dalam 

tempat tangga, takut tidak dapat pekerjaan saat memulai 

pernikahan. Sehingga dengan pengembalian mahar qobala dukhul 

ini dakan berdampak pada hubungan kedua belah pihak yaitu 

seperti terjadinya perselisihan diantara kekeluargaan, 

menimbulkan kerugian materi, menimbulkan gangguan 

psikologis dan menimbulkan aib.
28

  

Skripsi yang di buat oleh Munjid Al-Hakim yang dibuat 

pada tahun 2009 dengan judul "Pengembalian Pasok Tukon 

Sebagai Syarat Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi 

Kasus Terhadap Putusan No.074/Pdt.G/PA.Smn)”.  Penelitian ini 

menjelaskan tentang adat perkawinan di daerah jawa tengah di 

Yogyakarta, yang mana di adat setempat terdapat sebut upacara 

pemberian yang disebut sebagai pasok tukon atau bisa disebut 

dengan kata lain seserahan. Pasok tukon merupakan sebuah harta 

dari pihak calon mempelai laki-laki yang diberikan kepada pihak 

mempelai perempuan. Fungsinya agar digunakan untuk keperluan 

acara pernikahan. Pasok Tukon (seserahan) tersebut merupakan 

syarat kepemilikan istri secara sah, oleh karena itu pasok tukun 

                                                           
 28 Fauzur Rahman, Praktik Pengembalian Mahar Qabla dukhul (Studi kasus 

di Desa Tambak Dana Kecamatan Astambul) (Banjarmasin : Institut Agama Islam  

Negeri Antasari, 2015), 1-2 . 
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tersebut merupakan kewajiban seorang calon mempelai laki-laki 

yang harus diberikan kepada calon istri, dan ini merupakan suatu 

tradisi yang terjadi di masyarakat di Jawa tengah. Berdasarkan 

sebuah putusan gugat cerai No.074/Pdt.G/PA.Smn). Bahwasanya 

Majlis Hakim mengenai pengembalian pasok tukon ini lebih 

menitik beratkan ke alasannya dimana istri tidak mau 

menjalankan kewajibannya sebagai istri dari suaminya dan sikap 

ketikdak sukaannya pada suaminya. Sehingga hal ini menjadi 

penyebab ketika suami menggugat cerai istrinya, suami meminta 

untuk mengembalikan pasok tukon tersebut. Dan Majlis Hakim 

pun juga memutuskan untuk memudahkan proses perceraian ini, 

dimana Hakim memperbolehkan suami untuk mengambil 

kembali Pasok Tukon tersebut agar tidak mengalami kerugian, 

karena selama menjalani pernikahan suami tidak mendapatkan 

haknya sebagai suami Pengembalian pasok tukon ini jika dilihat 

dari Hukum Islam merupakan hal yang diperbolehkan karena 

difungsikan sebagai iwadh istri dalam perceraian Khulu‟.
29

 

 

No. JUDUL PENULIS PERMASALAHA

N 

PERBANDINGAN 

 

1. 

 

"Praktik 

Pengembalia

n Mahar 

Qabla 

dukhul 

(Studi kasus 

di Desa 

Tambak 

Dana 

Kecamatan 

 

Fauzur 

Rahman 

 

Meneliti 

tentang 

pengambilan 

Mahar qobla 

dukhul 

 Peneliti ini 

meneliti tentang 

pengembalian  

mahar qabla 

dukhul 

yang terjadi di 

Desa  

Tambak Danau  

Kecamatan 

Astambul). 

Sedangkan 

                                                           
 29 Munjid Al Hakim, Pengembalian Pasok Tukon Sebagai Syarat 

Perceraian Ditinjau dari Hukum  Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan 

No.074/Pdt.G/PA.Smn) (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga 

Yogyakarta, 2016), 71 
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Astambul 

 

penelitian saya 

meneliti 

pengembalian 

qabla dukhul dan 

juga pengembalian 

mahar jika sudah di 

dukhul 

 

2. 

 

Pengembali

an Pasok 

Tukon 

Sebagai 

Syarat 

Perceraian 

Ditinjau dari 

Hukum 

Islam (Studi 

Kasus 

Terhadap 

Putusan 

No.074/Pdt.

G/PA.Smn 

 

 

Munjid 

Al-

Hakim 

 

Meneliti 

tentang 

pengambilan 

Mahar 

Penelitian ini 

tentang 

pengembalian 

mahar menurut 

KHI dan salinan 

putusan Pengadilan 

Agama Wonosari  

Nomor:1023/Pdt.

G/2009/pa.Wno). 

Sedangkan 

penelitian saya 

hanya fokus pada 

Kompilasi Hukum 

Islamnya saja. 

 

I. Sistematika pembahasan 

Penelitian ini disusun dalam enam bab pembahasan sebagai 

acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan 

sistematika pembahasan sekripsi ini sebagai berikut : 

1. Bab Pertama Pendahuluan yang merupakan gambaran 

umum isi penelitian yang terdiri dari : latar belakang 

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian. Metode penelitian, kajian penelitian terdahulu 

relefan, dan sistematika pembahasan. 
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2. Bab Kedua Kajian pustaka yang berisi teori yang 

berhubungan dengan penelitiannya. 

3. Bab Ketiga kondisi geografis, kondusi domografis tempat 

penelitian, dan pelaksanaan praktik. 

4. Bab Keempat Laporan hasil penelitian yang berisi tentang 

paparan data dan hasil penelitian Pembahasan, yakni 

diskusi hasil penelitian tentang isi dari skripsi. 

5. Bab Kelima Penutup yang berisi tentang simpulan, dan 

rekomendasi. 

 

J. Populasi Penelitian 

 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang 

terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-

gejala, nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu didalam penelitian
30

 yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Teluk Dalem Kec. 

Mataram Kab. Lampung Timur. 

Adapun data yang menjadi hipotesa dalam melakukan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Maulana Yusuf berusia 26 tahun yang beralamat di RT 17 

RW 07 Dusun 4 Desa Teluk Dalem menikah dengan Ana 

Seftiana berusia 24 tahun beralamat di Desa Braja Emas 

RT 5 RW 11 Dusun 2 Kecamatan Way Jepara Lampung 

Timur, mereka menikah pada tanggal 23 Agustus 2017 

dengan mahar 10 gram emas.  

2. Pitoyo, berusia 30 beralamat di RT 10 RW 05 Dusun 3 

Desa Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru Lampung 

Timur. Menikah dengan Indrawati, berusia 26 tahun 

beralamat di Bandar Sribhawono RT 11 RW 15, mereka 

menikah pada tanggal 05 Maret 2004 di Bandar 

Sribhawono, dengan 3 gram kalung dan cincin 4 gram.  

                                                           
30 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafika, Cetakan 

Ketiga, 2011), 106. 
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3. Muchlisin berusia 32 tahun beralamat di RT 15 RW 18 

Dusun 2 Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru 

Kabupaten Lampung Timur menikah dengan Yayuk 

berusia 29 tahun beralamat di RT 11 RW 17 Dusun 5 Desa 

Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten 

Lampung Timur. Mereka menikah pada 17 februari 2015 

dengan mahar 8 gram emas.
31

 

 

K. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara 

berikut:  

1. Wawancara 

 Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya 

jawab langsung antara peneliti  dengan 4 orang responden: 

Maulana Yusuf, Supeno, Pitoyo, dan Muchlisin.
32

 Bentuk 

wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara 

terstruktur yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang 

telah dipersiapkan. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang penggunaan mahar untuk kepentingan pribadi di 

Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Lampung Timur. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

dokumentasi dan sebagainya.
33

 Adapun yang menjadi buku 

utama penulis dalam mengumpulkan serta dokumen-dokumen 

yang penulis peroleh di lapangan.  

 

                                                           
31 Hasil Wawancara Dengan keluarga Bapak Mulana Yusuf, Supeno, 

Pitoyo, Dan Muchlichin Di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten 

Lampung Timur Pada Tanggal 1 juni 2021. 
32 Firdaus, Fakhry Zamzam,  Aplikasi Metode Penelitian, (Yogyakarta: CV 

Budi Utama, 2005), 104.  

 33 W. Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Gramedia 2004, 193 
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L.  Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lain, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Untuk menganalisis data dari hasil 

wawancara dengan menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut:
34

 

1) Reduksi Data 

     Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting 

karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data 

ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan 

merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi. 

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk 

penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti 

perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, 

memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata 

yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan 

ungkapan setempat ke bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu penggunaan mahar oleh suami untuk 

kepentingan pribadi di desa Teluk Dalem Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. 

2) Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan 

                                                           
34 Soejono, Metode Penilitian Suatu Pemikiran dan Penerapan...,  57. 
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dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

katagori, dan sejenisnya, namun yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi 

tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data 

tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara 

menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan 

masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai 

dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif. 

Seperti menyajikan data tentang penggunaan mahar oleh 

suami yang digunakan untuk kepentingan pribadi dalam 

pernikahan pada masyarakat di desa Teluk Dalem 

Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan 

kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi 

dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang 

valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi, diverifikasikan sesuai dengan rumusan 

masalah penelitian. Seperti menarik kesimpulan mengenai 

penggunaan mahar oleh suami yang digunakan untuk 

kepentingan pribadi di desa Teluk Dalem Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Mahar 

 Dalam bahasa Arab mahar adalah bentuk mufrod sedangkan 

bentuk jamaknya adalah mahurun yang secara etimologi berarti 

maskawin.
35

 Selanjutnya menurut Imam Ibnu Al-Qasim mahar 

disebut juga dengan istilah shadaq yang secara etimologi berarti 

sebutan suatu benda yang wajib diberikan sebab adanya nikah. 

Menurut Ali Ibnu Al-Banda disebut shadaq karena memberikan 

kesan bahwa pemberi sesuatu itu benar-benar menunjukkan rasa 

cinta dengan ditandai adanya pernikahan. Dalam istilah ahli Fikih 

selain dipakai istilah Faridhah dan Ajrun dan dalam bahasa 

Indonesia dipakai istilah maskawin atau mahar, sebagian ulama 

menyebut mahar menjadi beberapa istilah yaitu Shadaq, mahar, 

nihlah, faridhah, bahd, ajr, dan alaiq. Kata shadaq dengan fathah 

dan dengan kasrah (sidaq) diambil dari kata "sidqun" (kebenaran) 

untuk membenarkan cinta suami terhadap calon istrinya. Shadaq 

(mahar) bisa juga diartikan penghormatan kepada istri. Bentuk 

jamak dari shadaq adalah asdiqoh untuk jamak sedikit dan suduq 

untuk jamak banyak.  

Pengertian secara terminologi Secara istilah Mahar 

diartikan barang, uang, jasa yang berharga dan wajib diberikan 

oleh calon suami kepada istrinya karena adanya akad nikah guna 

menimbulkan rasa cinta kasih seorang istri kepada calon 

suaminya.
36

 Sedangkan pengertian mahar menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau 

barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan 

ketika dilangsungkannya akad nikah.
37

Adapun pengertian mahar 

dari beberapa ulama adalah sebagai berikut: 

                                                           
 35 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 

1990), 431. 

 36 Ahsin W al-Hafidz, Kamus Fiqh,( Jakarta: Amzah, 2013), 55 

 37 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 695. 
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1. Menurut Madzhab Hanafiyyah, mahar adalah harta yang 

diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah 

sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang 

diterimanya. 

2. Menurut Mazhab Maliki, mahar adalah sesuatu yang 

harus diberikan kepada seorang istri didalam kehendak 

untuk menggaulinya.  

3. Menurut Madzhab Syafi‟i, mahar adalah sesuatu yang 

diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada 

perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota 

badannya sebab pernikahan. 

4. Menurut Madzhab Hanbali, mahar adalah sebagai 

pengganti dalam pernikahan baik mahar ditentukan dalam 

akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhoan kedua 

belah pihak.
38

 

Menurut Amir Syarifuddin mahar merupakan pemberian 

pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada 

waktu akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena sesudah 

itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus 

dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu. Dengan 

mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi 

kewajiban materiil berikutnya.
39

 Mahar menurut Hammudah, Abd 

Al-Ati mahar merupakan simbol rasa cinta yang mendalam dan 

serius. Pihak perempuan dengan menerima mahar itu berarti 

menyatakan dirinya menyatu dengan calon suaminya. Sedangkan 

bagi pihak keluarga si wanita, mahar merupakan simbol dari 

persaudaraan dan solidaritas serta perasaan aman dan bahagia 

karena putrinya berada ditangan laki-laki yang baik dan 

bertanggung jawab.
40

 

                                                           
38 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Fajar Intrapratama Offset, 

2006), 85. 
39 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ( Jakarta: 

Perenada Media, 2007), 87. 
40 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2011), 73. 
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Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan 

sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, 

baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam.
41

 dan di dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum 

Islam mengemukakan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada 

mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.
42

 Pada 

dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi 

merupakan suatu pemberian yang bersifat semi mengikat, yang 

harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan 

suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar 

yang disepakati itu diserahkan. Mahar adalah simbol dari 

kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada 

mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar 

yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolis itu tercapai dengan 

apa yang mudah didapatkan.
43

 

Dalam kitabnya Kifayah Al-Ahyar, Imam Taqiyuddin Abu 

Bakar Al-Husaini menyebutkan bahwa mas kawin adalah nama 

harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebab 

pernikahan atau sebab persetubuhan. Di dalam Al-Qur‟an mas 

kawin juga dinamakan shadaq, nihlah, fariidhah, dan ajr.  

Sedangkan di dalam hadits mas kawin disebut juga mahar, aliiqah 

dan uqar.
44

 Adapun Menurut Ibnu Qudamah mahar memiliki 9 

nama, yakni: shadaq, sedekah, mahar, nihlah, faridlah, ajr, alaiq, 

ufr dan hiba‟.
45

 Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili terdapat 10 

lafadz yang memiliki kesamaan makna dengan mas kawin. 

Dengan demikian dikalangan para ulama‟ terdapat berbagai 

pendapat terkait lafadz-lafadz yang semakna dengan mas kawin. 

Lafadz-lafadz tersebut memiliki latar belakang khusus terkait 

penyebutannya sebagai nama lain dari mahar atau mas kawin.  

                                                           
41 Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama 

R.I, Kompilasi Hukum Di Indonesia, (Jakarta: 2001), 1. 
42 Ibid, 9. 
43 Djaman Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Toha Putra, 1993), 84. 
44 Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatu Al-Ahyar, Terj. Achmad 

Zaidun dan A. Ma‟ruf Asrori (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset 1997), 406. 
45 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1974), 719. 
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Pada masa jahiliyah dikenal lafadz mahar dan shadaq. 

Shadaq bermakna pemberian yang diberikan suami kepada 

istrinya pada waktu datang pertama kali ke rumah pihak 

perempuan. Sedangkan mahar adalah pemberian yang diberikan 

oleh calon suami kepada orang tua calon istri karena ingin 

mengawini anaknya. Mahar berimplikasi pada berpisahnya anak 

dari orang tuanya karena diboyong ke rumah suaminya. 

Sedangkan shadaq tidak demikian. Setelah Islam datang, kedua 

istilah ini diartikan sama yakni pemberian calon suami kepada 

calon istrinya sebagai tanda persetujuan dan keinginan untuk 

hidup bersama sebagai suami istri.
46

 Allah pun menyebutkan 

lafadz shadaq yang semakna dengan mahar tersebut dalam surah 

An-Nisa‟ ayat 4 yang berbunyi: 

                       

            

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh 

kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada 

kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-

Nisa: 4).
47

 

 

Adapun persamaan kata mahar yang lain adalah nihlah. 

Masih berpacu pada ayat yang sama dengan penyebutan kata 

shadaq. Perbedaannya ialah bahwa lafadz shadaq dipilih karena 

akulturasi bahasa mahar di kalangan jahiliyah. Sedangkan lafadz 

nihlah dipilih karena memiliki keserupaan makna dengan mahar. 

Menurut Quraisy Syihab nihlah merupakan penguat dari lafadz 

                                                           
46 Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Yokyakarta; Geraha Ilmu, 2011), 

73. 
47 Tim Pelaksana Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan 

Terjemahan, 77. 
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shadaq yang berarti mahar. Nihlah adalah sebuah pemberian yang 

tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Sehingga mas 

kawin yang diserahkan oleh pihak suami kepada istri merupakan 

bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya 

tanpa mengharap imbalan.
48

 

Sedangkan penyebutan lafadz fariidhah terdapat pada surah 

Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi: 

                      

                      

                   

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika 

kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu 

bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 

menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan 

suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang 

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 

menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian 

menurut yang patut. yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” 

(Q.S Al-Baqoroh: 236).
49

 

 

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab sunannya, dari Ibnu 

Abbas ia berkata bahwa kata Al-Massu berarti nikah, sedang al-

Faridhah berarti mahar. Adapun lafadz ujr diambil dari ayat ke 24 

surah An-Nisa‟24 yang berbunyi: 

 

                                                           
48 Quraisy Syihab, Tafsir Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati Vol II 2002), 417. 
49 Tim Pelaksana Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan 

Terjemahan, 38. 
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                         

                     

                    

                     

           

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah 

telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya 

atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang 

demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu 

untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri 

yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, 

berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 

sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah 

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah 

saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.”
50

 

 

Lafadz ini sesuai maknanya yakni upah, menunjuk pada 

mas kawin yang dijadikan dasar-dasar para Ulama‟ Hanafiyyah 

untuk menyatakan bahwa mas kawin haruslah sesuatu yang 

bersifat material. Sedangkan kelompok ulama‟ Syafi‟iyyah tidak 

mensyaratkan sifat material untuk mas kawin. Penyebutan kata 

upah dalam ayat tersebut sebagai mahar hanyalah karena 

pemberian mahar berupa material umum terjadi dimasyarakat. 

                                                           
50 Ibid, 82. 
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Namun Rasulullah SAW dalam suatu riwayat memperbolehkan 

pemberian mahar berupa pengajaran atau pembacaan Al-Qur‟an.
51

 

  Imam Syafi‟i menjelaskan bahwa Allah telah 

memerintahkan para suami untuk memberikan kepada wanita 

upah-upah dan mas kawin mereka. Adapun yang dimaksud 

dengan upah disini adalah mahar itu sendiri. 
52

 Itulah lafadz-lafadz 

yang memiliki kesepadanan makna dengan mas kawin yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an. Penyebutan lafadz mahar secara jelas 

terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 

sayyidah Aisyah berikut:
53

  

 

 

 

 

Artinya: “Apabila seorang menikah tanpa izin walinya maka 

nikahnya batal, apabila sisuami     telah menggaulinya 

maka bagi perempuan itu berhak menerima mahar 

sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan 

(menikahkan), maka wali hakim yang menjadi wali bagi 

perempuan yang tidak memiliki wali.”
54

 

 

B. Dasar Hukum Mahar 

Ulama‟ sepakat bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam 

suatu perkawinan dan merupakan syarat sahnya perkawinan.
55

 Hal 
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52 Imam Syafi‟i, Ringkasan Kitab Al-Umm, Terj. Imron Rosadi dkk, 
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ini berdasarkan Al-Qur‟an, As-Sunnah dan Ijma‟ sebagai 

berikut:
56

  

1. Al-Qur‟an.
57

  Surah Al-Baqarah ayat 236. 

                       

                        

                     

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas 

kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu 

sebelum kamu bercampur dengan mereka dan 

sebelum kamu menentukan maharnya. dan 

hendaklah kamu berikan suatu mut'ah 

(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu 

menurut kemampuannya dan orang yang miskin 

menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian 

menurut yang patut. yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 

kebajikan.” (Q.S. Al-Baqoroh: 236).
 58

 

 

Ayat ini dengan tegas mengesahkan nikah dan talak yang 

disebutkan maharnya, akan tetapi mahar tersebut harus tetap 

dibayarkan. Menurut Imam Syafi‟i mahar wajib dibayarkan 

karena sudah melakukan jima‟ dan inilah makna zhahir dari ayat 

tersebut. Ayat ini turun terkait dengan seorang anshar yang 

menikahi seorang perempuan dan belum menyebutkan maharnya. 
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Dan kemudian ia menalak istrinya sebelum menggaulinya.
59

 

Menurut Quraisy Syihab mas kawin dalam ayat ini dilukiskan 

dengan sesuatu yang diwajibkan oleh suami atas dirinya. Ini untuk 

menjelaskan bahwa mas kawin adalah kewajiban yang harus 

diberikan kepada istri dan hal tersebut hendaknya diberikan 

dengan tulus dari lubuk hati sang suami karena dia sendiri yang 

mewajibkan atas dirinya sendiri untuk melakukan pemberian 

tersebut.
60

 

                       

           

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 

kamu nikahi) sebagai  pemberian dengan penuh 

kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada 

kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

Maka makanlah (Ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An-

Nisa: 4).
 61

 

 

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Nihlah artinya 

ketetapan yang hukumnya wajib.
62

 Sedangkan shaduqa (shadaq) 

bermakna mahar dengan dasar sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Dengan susunan kedua lafadz tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pemberian mahar oleh seorang suami kepada 

istrinya merupakan suatu pemberian yang sangat wajib dan tidak 

dapat ditawar lagi.  
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Allah SWT. Memerintahkan kepada umat Islam untuk 

memberikan mahar pernikahan kepada istri-istri mereka. Yang 

mana pemberian mahar tersebut merupakan sebuah kewajiban 

yang telah ditetapkan. Setelah mahar diberikan maka tidak halal 

hukumnya bagi sang suami atau selainnya mengambil mahar 

tersebut kecuali dengan ridha pemiliknya.
63

 Sedangkan menurut 

Prof. Quraisy Syihab lafadz Shaduqat merupakan jama‟ dari 

lafadz yang terambil dari akar kata yang bermakna kebenaran. Ini 

karena mas kawin itu didahului oleh janji sehingga pemberian itu 

merupakan bukti kebenaran janji. Nihlah berarti pemberian yang 

tulus tanpa mengharapkan sedikitpun Imbalan. Selain itu ia juga 

dapat bermakna agama dan pandangan hidup. Sehingga mas 

kawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan 

ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharap 

imbalan sebab dorongan oleh tuntutan agama dan atau pandangan 

hidupnya.
64

Surah An-Nisa‟ Ayat 24.  

                          

                     

                    

                     

           

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita 

yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu 

miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai 

ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan bagi 

kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-
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isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk 

berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati 

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada 

mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 

suatu kewajiban dan Tiadalah mengapa bagi kamu 

terhadap sesuatu yang kamu telah saling 

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa: 24).
 65

 

 

Syaikh Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat diatas dengan 

pendapatnya yang mengatakan bahwa disebabkan kenikmatan 

yang didapat laki-laki dari perempuan yang telah dinikahinya 

dengan akad syar‟i dan permanen, maka berikanlah mahar kepada 

mereka seperti yang diwajibkan Allah atas diri kalian. Mahar 

merupakan pemuliaan bagi para perempuan, bukan sebagai harga 

dari sesuatu atau alat tukar dalam jual beli. Mahar bukan sebagai 

imbalan bersenang-senang dengan si perempuan, melainkan untuk 

mewujudkan keadilan dan persamaan sebagai bukti cinta dan 

keikhlasan.
66

 Dan di jelaskan sangat jelas bahwa seorang laki-laki 

tidak di anjurkan mengambil mahar ataupun meminta Mahar 

ataupun Harta yang sudah diberikan. Surah Anisa ayat 20: 

                   

                            

Artinya:  “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri 

yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada 

seorang di antara mereka harta yang banyak, maka 

janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun 

darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali 
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dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan 

(menanggung) dosa yang nyata. 
67

 (Q.S An-Nisa: 20) 

2. As-Sunnah. 

Dasar hukum tentang kewajiban mahar dari As-Sunnah 

salah satunya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik 

dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Sayyidah 

Aisyah yang berbunyi: 

 

 ّٓ قبه ىشخو: "أرشظٓ أن أصَخل  صلى الله عليه وسلمعه عقجخ ثه عبمش: أنّ اىىج

فلاوخ؟" قبه:وعم. َقبه ىيمشأح: "أرشظٕه أن أصَخل فلان؟" قبىذ: وعم, 

فضَج أحذٌمبصبحجُ,فذخيجٍب اىشخو َىم ٔفشض ىٍب صذقب, َىم ٔعطٍب 

ذٔجٕخ,َىُ سٍمجخٕجش فيمب حعشرُ اىُفبح قبه: شٕأ, َمبن ممه شٍذ اىح

صَخىٓ فلاوخ,َىم أفشض ىٍب صذاقب,َىم أعطٍب شٕأ,  صلى الله عليه وسلمإنّ سسُه الله 

ّّ أعطٕزٍب مه صذاقٍب سٍمٓ ثخٕجش, فأخزد سٍمب  ّّ أشٍذمم أنّ َإنّ

 فجبعزُ ثمبئخ أىف
68

  

 

Artinya: “Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan, 

kemudian mengatakan: “wahai Rasulullah SAW 

sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada 

engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, 

tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: 

“wahai Rasulullah SAW jodohkan saja dia 

dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. 

Rasullullah SAW bersabda: “apakah kamu 

mempunyai sesuatu untuk kamu berikan 

kepadanya (Sebagai mahar)?”. Laki-laki itu 

menjawab: “Saya tidak memiliki apa-apa selain 

sarungku ini”. Rasul bersabda: “kalau kamu 

berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk 

tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-
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laki itu berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. 

Rasul bersabda: “Carilah, walaupun sekedar 

cincin besi” maka laki-laki itu mencari, dan tidak 

mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah SAW 

menanyakan lagi: “Apa kamu ada sesuatu dari 

Al-Qur’an?”. Maka ia menjawab: “ya, surat ini 

dan ini, menyebutkan beberapa surat”. Maka 

Rasulullah SAW bersabda: “sungguh aku akan 

menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa 

yang kamu miliki dari Al-Qur’an”.
69

 

  

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati Ulama tentang 

batasan maksimal pemberian mahar, demikian pula batas 

minimalnya. Meski demikian, pemberian mahar merupakan 

sebuah kewajiban yang tidak dapat di tawar.
70

 Dasarnya ialah 

hadist yang diriwayatkan oleh Imam malik diatas. Hadits tersebut 

menunjukkan tidak adanya batasan nominal secara tegas 

mengenai berapa jumlah minimal mahar yang diberikan. Namun 

yang patut digaris bawahi ialah adanya kesepakatan antar kedua 

calon mempelai. Dalam hadist tersebut dikisahkan bahwa 

dikarenakan keterbatasan calon suami, akhirnya mahar dibayar 

dengan cara jasa mengajarkan atau membaca bagian surah Al-

Qur‟an.
71

 

3. Kompilasi  Hukum  Islam  

Mengenai  kewajiban  mahar  diatur  pula  dalam  

Kompilasi  Hukum  Islam. Tentang  mahar  ini,  diatur  dalam  

pasal  30  sampai  dengan  pasal  38.  Dalam  Kompilasi Hukum  

Islam,  mahar  disepakati  sebelum  akad  perkawinan.  Jadi  ada  

pengompromian antara  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  

dimaksudkan  untuk  menghindarkan  hal-hal yang menyulitkan  

mahar yang tidak disepakati sebelumnya, sama seperti kebiasaan 

masyarakat kita. Kompilasi Hukum Islam  menyatakan  bahwa  
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penentuan  mahar hendaklah  berdasarkan  kesederhanaan,  tidak  

berlebihan  apalagi  menunjukkan kemewahan.  Hal  ini  karena  

pada  hakikatnya,  mahar  adalah  lambang  penyerahan  diri 

seorang  isteri  bagi  siapa  saja  yang  memberinya  mahar.  

Mahar  walaupun  hak  wanita tetapi  hendaklah  hak  itu  

dipertimbangkan calon suaminya.
72

 Sebaik  mungkin kewajiban  

menyerahkan  mahar  dalam  Kompilasi agar  tidak  memberatkan 

Hukum  Islam  diatur  dalam pasal  30,  disebutkan  bahwa  calon  

mempelai  pria  wajib  membayar  mahar  kepada  calon mempelai  

wanita  yang  jumlah,  bentuk,  dan  jenisnya  disepakati  kedua  

belah  pihak,  dan dalam  pasal  33  ayat 1 disebutkan  bahwa  

penyerahan  mahar  dilakukan dengan  uang tunai  dan  ayat  2  

disebutkan  apabila  calon  mempelai  wanita  menyetujui,  

penyerahan mahar  boleh  ditangguhkan,  baik  untuk  seluruhnya  

maupun  untuk  sebagian.  Mahar yang  belum  ditunaikan 

penyerahannya  menjadi  hutang  calon mempelai  pria.
73

 

 

C. Syarat-syarat Mahar 

 Syarat Mahar Fuqaha sepakat bahwa harta yang berharga 

dan maklum patut dijadikan mahar, yaitu emas, perak, uang 

takaran timbangan, uang kertas, dan lain-lain sah dijadikan mahar 

karena ia berhasil material dalam pandangan syara‟. Sebagaimana 

pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material 

dalam pandangan syara‟ tidak sah untuk dijadikan mahar seperti 

babi, bangkai dan khamr. Dalam hal ini Asy-syairazi juga 

berpendapat, diperbolehkan mahar dengan sesuatu yang 

bermanfaat seperti pengabdian, pengajaran Al-Qur an, dan lain-

lain dari hal-hal yang bermanfaat dan diperbolehkan berdasarkan 

Firman Allah SWT Surah Al-Qasas: 27. 
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ٓٓ أسُِٔذُ أنَۡ أوُنِحَلَ إحِۡذَِ ٱثۡ  َٓ قبَهَ إوِِّ ىِ ٓ أنَ رأَۡخُشَوِٓ ثمَََٰ َّٰ هِ عَيَ ٕۡ زَ ٌََٰ َّٓ ىزََ

 ٓٓ لََۚ سَزدَِذُوِ ٕۡ مَبٓ أسُِٔذُ أنَۡ أشَُقَّ عَيَ ََ حِدَح ٖۖ فإَنِۡ أرَۡمَمۡذَ عَشۡشٗا فمَِهۡ عِىذِكَٖۖ 

يحِِٕهَ   ُ مِهَ ٱىصََّٰ  إنِ شَبءَٓ ٱللََّّ

Artinya: ”Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku 

bermaksud ingin menikahkan engkau dengan 

salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, 

dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku 

selama delapan tahun dan jika engkau 

sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah 

(suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak 

bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah 

engkau akan mendapatiku termasuk orang yang 

baik.” (Q.S Al-Qashas: 27). 

Berdasarkan keterangan di atas, mahar yang diberikan kepada 

calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Harta/ bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang 

tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau 

sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi 

bernilai maka tetap sah. 

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah 

mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu 

haram dan tidak berharga 

3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab ialah mengambil 

barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak 

bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk 

mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan 

barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. 

4. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan 

maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa 

hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau 
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sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak 

ditentukan.
74

 

 

Syarat-syarat lain untuk benda yang dapat dijadikan sebagai 

mahar yaitu:  

a. Benda yang suci atau benda yang kotor tetapi mungkin 

disucikan.  

b. Milik suami, tidak benda yang bukan miliknya.  

c. Ada manfaatnya  

d. Sanggup menyerahkannya  

e. Diketahui bendanya, sifat dan jumlah yang dijadikan 

mahar.
75

 

 

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, 

binatang, jasa, harta perdagangan atau benda lainnya yang 

mempunyai harga. Mahar itu harus jelas atau harus diketahui 

bentuk maharnya tersebut. Mahar Nilai atau batasan jumlah mahar 

tersebut, banyak atau sedikitnya tidak dibatasi dalam jumlah 

tertentu. Yang penting sesuatu tersebut adalah sesuatu yang 

mempunyai nilai atau harga, maka layak untuk dijadikan sebagai 

mahar, walaupun sedikit. Sebagaimana kadar atau jumlah mahar 

hukum Islam itu tidak ditentukan jumlahnya atau kadarnya, 

bahkan dalam Islam dijelaskan tidak boleh berlebih lebihan. 

Dijelaskan dalam potongan surah An-Nisa ayat 20. 

 

ىٍهَُّ قىِْطبَس  ا ْٕزمُْ احِْذَٰ رَ اَٰ ََّ  

Artinya: “Sedangkan kamu telah memberikan kepada 

seseorang diantara kamu harta yang banyak 

(Q.S An-Nisa: 20).
76
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Dalam  Hadits Rasulullah SAW dari Aisyah. 

 

  

 

Artinya: “Dari Aisyah bahwa Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya 

perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling 

mudak maharnya” dan sabdanya pula “Perempuan 

yang baik hati adalah yang murah maharnya, 

memudahkan dalam urusan perkawinannya serta baik 

akhlaknya sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang 

mahal maharnya, sulit perkawinannya dan buruk 

akhlaknya.” 

Dalam kitab terjemahan Kifayatul Akhyar, Syaikh Abu 

Sujak berkata: “Mengenai paling sedikit dan paling banyaknya 

maskawin tidak ada batas tertentu”.
77

 Namun hukum wajib itu 

bukanlah wajib dari sisi rupa bentuknya dan jumlah maskawin, hal 

tersebut adalah supaya tidak memberati laki-laki yang ingin 

menikah. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa pernikahan 

tidak harus dipersulitkan dengan pemberian maskawin yang 

terlalu besar, haruslah melihat batas kemampuan pengantin laki-

laki. Hal ini bersesuaian dengan hadis-hadis Rasulullah Saw yang 

menyuruh umatnya untuk memudahkan sebuah pernikahan itu 

dengan maskawin yang sederhana. Islam sangat memperhatikan 

dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, 

ketika terjadi perkawinan maka akan lahir kewajiban-kewajiban 

dan hak-hak bagi suami atas istrinya begitu pula sebaliknya.  

Diantara hak-hak istri adalah hak untuk mendapatkan mahar 

dari suaminya. Dasar wajibnya memberikan mahar ditetapkan 

dalam Al-Qur‟an dan hadist Nabi. Kewajiban membayarkan 

mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan 

kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian 
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dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah 

pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.
78

 

Rasulullah sangat menekankan pada umat Islam tentang 

kewajiban memberikan mahar kepada calon istri walau hanya 

dengar beberapa surah darial-Qur‟an. 

Menurut pandangan Al-Qur‟an dan Sunnah, sebaik-baik 

pernikahan ini adalah yang paling sederhana. Berangkat dari Al-

Qur‟an dan hadist Nabi tersebut, bahwa mahar sangat penting, 

sehingga dimasukan kedalam bagian dari rukun nikah, setiap 

calon suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. 

Pendapat ulama maliki juga menjadi indikasi bahwa agama Islam 

sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. 

Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya di 

dalam pemberian maskawin harus tetap dibayarkan (meskipun 

kedua pihak sepakat untuk meniadakannya) sesuai dengan 

kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang 

didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah 

tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah 

Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus 

sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih 

maka mencapai kira-kira sembilan belas dirham.
79

 

 

D. Fungsi-Fungsi Mahar  

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan 

menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang 

usahanya. Di zaman Jahiliah hak perempuan dan dihilangkan dan 

disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. 

Kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan 

memberi mahar. kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada 

orang yang paling dekat kepadanya. Mahar adalah bagian esensial 

pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak 

dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus 
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ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Merupakan hak 

mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar. 

Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka 

barang itulah yang wajib dibayarkan.  

 Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak 

disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi mempelai 

pria kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang 

atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para 

Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar 

bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu 

konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan 

tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran, 

ditentukanlah mahar, dan jika kemudian si istri ditalak sebelum 

dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi 

mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk 

pakaian, cincin, dan sebagainya. Abdur Rahman alJaziri 

mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (muqabalah) 

istimta' dengan istrinya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah 

mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa 

pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memposisikan mahar 

sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya 

akad nikah 

. 

E. Macam-Macam Mahar 

Jumhur ulama‟ fiqh berpendapat bahwa mahar secara umum 

terbagi menjadi dua, yakni mahar musamma dan mahar mitsil.
80

 

Pembagian ini dipandang dari segi penyebutan kadar mahar dalam 

akad nikah. Adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut: 

1. Mahar Musamma 

Mahar musamma ialah mahar yang sudah disebut atau 

dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar 

yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Ulama fiqh 
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sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus 

diberikan secara penuh apabila: 

a) Telah bercampur (bersenggama).
81

 Tentang hal ini 

Allah SWT. berfirman dalam surah An-Nisa‟ ayat 24 yang 

berbunyi: 

 

أحُِوَّ  ََ نُمَۡۚ  ٕۡ ِ عَيَ تَ ٱللََّّ ىنُُمٖۡۖ مِزََٰ مََٰ ۡٔ ذُ مِهَ ٱىىِّسَبءِٓ إلََِّّ مَب مَينََذۡ أَ ٱىۡمُحۡصَىََٰ ََ

ىنُِمۡ أنَ  سَآءَ رََٰ ََ ب  فحِِٕهََۚ فمََب ىنَُم مَّ شَ مُسََٰ ٕۡ حۡصِىِٕهَ غَ ىنُِم مُّ ََُٰ رجَۡزغَُُاْ ثأِمَۡ

نُمۡ ٱسۡزمَۡزعَۡزمُ ثۦًِِ مِىٍۡهَُّ فَ  ٕۡ لََّ خُىبَذَ عَيَ ََ  
َۚ
ارٌُُهَُّ أخُُُسٌَهَُّ فشَِٔعَخٗ َّ  ّ

ب حَنِٕمٗب   َ مَبنَ عَيِٕم  زمُ ثۦًِِ مِهۢ ثعَۡذِ ٱىۡفشَِٔعَخَِۚ إنَِّ ٱللََّّ ٕۡ ظَ  فِٕمَب رشَََٰ

 

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita 

yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu 

miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai 

ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan bagi 

kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-

isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk 

berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati 

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada 

mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 

suatu kewajiban dan Tiadalah mengapa bagi kamu 

terhadap sesuatu yang kamu telah saling 

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa: 24).
 82

 

 

                                                           
81 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, (Jakarta: Nor Hasanuddin, 2006),  417.  
82 Tim Pelaksana Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan 

Terjemahan, 82. 



 41 

Hal ini juga terdapat dalam hadist Rasulullah SAW yang 

diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah juga disebutkan  tentang hal 

tersebut sebagai berikut:
83

 

 

فبن دخو ثٍب فيٍب اىمٍش   غو ثب امشاحونحذ ثعْىش ارن َىىٍّب أمَّب

ّّ  ثمب اسزحوّ مه فشخحبفبن اشزدش َافب ىسّيطب ّّ مه لََّى 84ىً  ن َى     

               

Artinya:  “Apabila seorang menikah tanpa izin walinya maka 

nikahnya batal, apabila si suami telah 

menggaulinya maka bagi perempuan itu berhak 

menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. 

Apabila walinya enggan (menikahkan), maka wali 

hakim yang menjadi wali bagi perempuan yang 

tidak memiliki wali”. 
85

 

 

b) Putusnya ikatan nikah karena sebab tertentu. 

Mahar musamma juga wajib dibayarkan seluruhnya 

apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya 

rusak karena sebab tertentu seperti salah satu dari suami istri 

meninggal atau ternyata istrinya adalah mahramnya sendiri, dikira 

perawan ternyata sudah janda atau hamil bekas suami.
86

 Mahar 

musamma juga wajib dibayarkan seluruhnya apabila suami telah 

bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab 

tertentu seperti salah satu dari suami istri meninggal atau ternyata 

istrinya adalah mahramnya sendiri, dikira perawan ternyata sudah 

janda atau hamil bekas suami lama. Akan tetapi kalau istri dicerai 
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sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya. Allah 

berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi: 

 

ْٔعَخ   قذَْ فشََظْزمُْ ىٍَهَُّ فشَِ ََ ٌهَُّ  ُْ ٌهَُّ مِهْ قجَْوِ انَْ رمََسُّ ُْ انِْ غَيَّقْزمُُ ََ

ْْ ثِٕذَِي  عُقْذَحُ اىىِّنَبذِ ۗ  ا اىَّزِ َُ َْ ٔعَْفُ نَ اَ ُْ ٓ انَْ َّٔعْفُ فىَصِْفُ مَب فشََظْزمُْ الََِّّ

ا ا ُُ لََّ رىَْسَ ََ  ِۗ َُٰ ا اقَْشَةُ ىيِزَّقْ ُْٓ انَْ رعَْفُ َ ثمَِب ََ ْٕىنَُمْ ۗ انَِّ اّللهَٰ ىْفعَْوَ ثَ

ْٕش   نَ ثصَِ ُْ  رعَْمَيُ

Artinya : Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu 

sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan 

Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang 

telah kamu tentukan, kecuali jika mereka 

(membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang 

akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih 

dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa 

kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqara: 

237). 

2. Mahar Mitsil  

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebutkan besar 

kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. 

Atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh 

keluarga terdekat atau tetangga sekitarnya dengan memperhatikan 

status sosial, kecantikan dan sebagainya. Sayyid Sabiq 

menjelaskan bahwa mahar mitsil adalah mahar yang menjadi hak 

perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh 

perempuan sebaya dengannya dalam hal usia, kecantikan, harta, 

akal, agama, keperawanan, kejandaan, negeri saat dilaksanakan 

akad nikah dan semuanya yang menyebabkan adanya perbedaan 

dalam mahar.
87

Terdapat perbedaan pendapat antar para Imam 

Madzhab terkait tolak ukur mahar mitsil.
88
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Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang jadi tolak ukur 

adalah wanita-wanita kerabatnya, baik, ashabahnya atau bukan. 

Imam Malik berpendapat bahwa yang dijadikan tolak ukur adalah 

kecantikan, kedudukan dan hartanya. Imam Syafi‟i berpendapat 

bahwa yang menjadi tolak ukur wanita-wanita, ashabahnya. Imam 

Ahmad berkata, mahar yang mengacu pada kerabatnya tergabung 

dalam orang-orang yang memiliki hubungan keluargaan dengan 

calon mempelai perempuan. Jika tidak ada perempuan-perempuan 

diantara kerabatnya dari pihak ayah yang sudah berstatus istri 

yang diinginkan sebagai acuan untuk menetapkan mahar mitsil. 

Maka yang dijadikan acuan adalah mahar perempuan lain dari 

keluarga yang setara dengan keluarga ayahnya. Demikianlah 

penjelasan terkait macam-macam mahar yang dipandang dari segi 

penyebutannya dalam akad.  

Dalam keterangan diatas telah disebutkan bahwa mengenai 

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan diriwayatkan pula 

oleh Imam Muslim terdapat pendapat dari sebagian Ulama‟ seperti 

Imam Syafi‟i yang menyimpulkan bahwa sesuatu yang hendak 

dijadikan mahar boleh berupa apapun termasuk jasa. Meski 

demikian pemilihan terhadap sesuatu yang hendak dijadikan 

mahar tidak bisa diremehkan. Hal ini dikarenakan sesuatu yang 

dijadikan mahar pun memiliki beberapa syarat sah. Apabila 

syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam sesuatu yang 

dijadikan mahar dalam suatu pernikahan maka akan memberi 

akibat terhadap pernikahannya tersebut. Dalam konteks ini maka 

mahar dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu mahar sahih, yakni 

mahar yang memenuhi syarat-syarat mahar dan mahar fasid, yakni 

mahar yang rusak karena tidak memenuhi syarat-syarat mahar. 

Syarat-syarat mahar berupa benda yang harus diberikan oleh calon 

suami kepada calon istri adalah sebagai berikut:
89

 

1) Harta Berharga 

Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak 

berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau 
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sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi 

bernilai maka tetap sah nikahnya. 

2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya 

Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamr, 

babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai 

nilai menurut pandangan syari‟at Islam. Dzat dari barang-

barang tersebut secara mutlak mengandung najis. 

Sehingga barang-barang tersebut tidak boleh dijadikan 

mahar. 

3) Bukan barang ghasab 

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain 

tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk 

memilikinya karena akan dikembalikannya kelak. 

Sehingga memberikan mahar dengan barang hasil ghasab 

tidak sah. Karena mahar merupakan pemberian abadi yang 

dalam pemanfaatannya atau pengambilannya sedikit 

apapun harus mendapat izin dari sang pemilik yakni istri. 

Bukan barang yang tidak jelas keadaannya Barang yang 

hendak dijadikan mahar dan hendak diberikan kepada 

calon istri tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui 

secara jelas bentuk, jenis, kadar dan sifatnya. Sehingga 

mahar yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya 

termasuk kedalam kategori mahar fasid atau mahar yang 

rusak. Mahar fasid karena tidak memenuhi unsur ini 

antara lain adalah seperti mahar yang digabungkan dengan 

jual beli. Hal ini akan dibahas lebih banyak pada 

pembahasan selanjutnya. 

3. Mahar Fasid 

Secara bahasa kata berasal dari kata   فسذ –فسب د  yang 

berarti rusak atau busuk. Adapun kata فبسذ adalah bentuk 

isim fa‟il dari kata فسذ yang berati yang rusak atau yang 

busuk.
90

 Sedangkan makna dari mahar sendiri telah 
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dibahas sebelumnya yakni pemberian dari seorang laki-

laki kepada perempuan sebab terjadinya pernikahan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna mahar fasid 

secara istilah pemberian seorang laki-laki kepada 

perempuan karena sebab pernikahan yang mana 

pemberian tersebut merupakan pemberian yang rusak 

karena sifat-sifat, dzat maupun unsur-unsur lain dalam 

pemberian tersebut. Rusaknya mahar dapat dilihat dari 

berbagai sisi, diantaranya ialah dilihat dari dzat dan 

sifatnya. Adapun mahar yang rusak baik dari dzat maupun 

sifatnya ialah berupa mahar yang mengandung unsur 

penipuan dan mahar yang berpotensi mendatangkan 

keburukan bagi pemiliknya. Adapun mahar yang rusak 

dilihat dari segi dzatnya ialah khamr, anjing, babi serta 

segala hal yang tidak bisa dan tidak boleh dimiliki seperti 

barang curian, barang ghoshob dan sejenisnya.
91

  

Pemberian mahar yang memiliki ciri-ciri 

sebagaimana dijelaskan diatas memberi dampak dalam 

pernikahan yang dilaksanakan. Meskipun mahar bukan 

merupakan rukun nikah menurut para Imam Madzhab 

selain Imam Malik, namun para Imam Madzhab selain 

Imam Malik tetap berpendapat bahwamahar merupakan 

sebuah kewajiban yang amat sangat penting dan tidak 

dapat ditawar kehadirannya dalam pelaksanaan 

pernikahan. Karena dalil-dalil Al-Qur‟an dan As-Sunnah 

yang amat tegas tentang kewajiban memberikan mahar 

oleh calon suami dalam pernikahan, Imam Malik 

meletakkan kedudukan mahar sebagai rukun. Ijma‟ 

Kewajiban pemberian oleh pihak calon suami kepada 

calon istri merupakan Ijma‟. Hal ini diutarakan oleh 

Imam Syafi‟i dalam kitab besarnya Al-Umm.  
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E. Pelaksanaan Pembayaran Mahar 

Mahar boleh dibayarkan secara tunai, diutang dan 

dibayarkan semuanya setelah akad nikah, atau dibayarkan dengan 

dua cara sekaligus yaitu sebagian dibayar tunai dan sebagian lagi 

diangsur, ketiga cara tersebut sama-sama dibolehkan oleh syari‟at 

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pemberian mahar 

bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit atau sebagian dibayar 

tunai dan sebagian lainnya dihutang dengan syarat harus diketahui 

secara detail. Misalnya, laki-laki mengatakan “saya mengawinimu 

dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang 

sisanya saya bayar dalam waktu setahun.
92

 Hanya apabila ingin 

mengikuti praktek Nabi saw hendaknya mahar dibayar 

tunai.
93

Akan tetapi memberikan mahar di awal itu adalah tindakan 

yang lebih baik dan secara hukum dipandang sunnah memberikan 

mahar sebagian terlebih dahulu.
94

 Mahar adalah sesuatu yang 

sebaiknya diadakan dan dijelaskan bentuk dan harganya pada 

waktu akad. Pada lazimnya mahar memang dibayarkan atau 

diserahkan bersamaan pada peristiwa akad, namun Islam tidak 

menentukan wajib demikian. Dalam artian walaupun tidak 

disebutkan pada waktu akad tetapi tetap saja menjadi kewajiban 

seorang suami untuk menunaikannya selama masa perkawinan 

sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. 

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 24 yang 

berbunyi: 

 

ىنُُمٖۡۖ ك  مََٰ ۡٔ ذُ مِهَ ٱىىِّسَبءِٓ إلََِّّ مَب مَينََذۡ أَ ٱىۡمُحۡصَىََٰ ََ 

Artinya: “Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 

sempurna), sebagai suatu kewajiban…”. (Q.S An-Nisa: 

24) 

Sehubungan dengan tidak adanya ketentuan wajib tentang 

kapan mahar harus dibayarkan sebagaimana tersebut di atas maka 

menurut Amir Syarifuddin suatu pemberian yang diserahkan oleh 
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mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang tidak dalam 

kesempatan akad nikah atau setelah peristiwa akad nikah tidak 

disebut mahar tetapi nafaqah. Kemudian bila pemberian dilakukan 

dengan sukarela diluar akad nikah juga tidak disebut mahar, 

namun hanya pemberian biasa baik sebelum akad nikah atau 

setelah selesainya pelaksanaan akad nikah.
95

 Istri berhak atas 

pembayaran seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi 

persetubuhan antara mereka. Dan apabila diantara mereka terjadi 

perceraian sebelum bersetubuh. Maka hak isteri atas mahar hanya 

separuh saja. Hal ini sebagaiman firman Allah dalam surah An-

Nisa ayat 20 yang berbunyi :
 
 

ا  َْ ا فلََا رأَخُْزُ ىٍهَُّ قىِْطبَس  ْٕزمُْ احِْذَٰ رَ اَٰ ََّ جٍٍۙ  َْ نَبنَ صَ جٍ مَّ َْ انِْ اسََدْرُّمُ اسْزجِْذَاهَ صَ ََ

ٍْزبَو ب ًٗ ثُ وَ َْ  ـ ب ۗ ارَأَخُْزُ ْٕ ْٕى ب مِىًُْ شَ جِ ب مُّ اثِْم  ََّ 

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri 

yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada 

seorang di antara mereka harta yang banyak, maka 

janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun 

darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali 

dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan 

(menanggung) dosa yang nyata.
96

(QS. An-Nisa : 

20). 

Dan di perjelas dalam surah Al- Baqarah ayat 237 
97

 

 

قذَۡ فشََظۡزمُۡ ىٍَهَُّ فشَِٔعَخٗ  ََ إنِ غيََّقۡزمٌُُُهَُّ مِه قجَۡوِ أنَ رمََسٌُُّهَُّ  ََ

زِْ ثِٕذَِيۦِ عُقۡذَحُ ٱىىِّنَبذَِۚ 
اْ ٱىَّ َُ َۡ ٔعَۡفُ ٓ أنَ ٔعَۡفُُنَ أَ فىَصِۡفُ مَب فشََظۡزمُۡ إلََِّّ

اْ ٱىۡفعَۡوَ  ُُ لََّ رىَسَ ََ  
ََِٰۚ َُ اْ أقَۡشَةُ ىيِزَّقۡ ُٓ أنَ رعَۡفُ َ ثمَِب رعَۡمَيُُنَ ََ ىنَُمَۡۚ إنَِّ ٱللََّّ ٕۡ ثَ

 ثصَِٕش   

Artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu 

sentuh (campuri), padahal kamu  sudah menentukan 
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Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah 

kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau 

dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. 

Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah 

kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqoroh: 

237). 

Dalam hal kapan mahar wajib dibayar secara keseluruhan 

ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah sepakat 

tentang dua syarat yaitu: 

a.   Setelah terjadi hubungan kelamin (senggama). 

b.   Matinya salah seorang di antara keduanya setelah 

berlangsungnya akad. 

Diluar hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antar ulama 

Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa kewajiban 

mahar itu dimulai dari khalwat meskipun belum berlaku hubungan 

kelamin, dalam artian statusnya sudah disamakan dengan 

bergaulnya suami isteri dalam banyak hal.
98

 Imam Maliki juga 

menentukan kewajiban membayar mahar apabila seorang suami 

melakukan khalwat dengan isterinya dalam waktu yang cukup 

lama (setahun) sekalipun dia belum mencampuri isterinya. 

Menurut Imam Syafi‟i tindakan suami isteri ditempat sepi tidak 

berpengaruh apa-apa terhadap mahar maupun kewajiban-

kewajiban lainnya kecuali memang benar-benar melakukan 

hubungan seksual dalam arti yang sebenarnya. 

 

F. Kedudukan Mahar Terhadap Suami 

Salah satu usaha Islam ialah memerhatikan dan menghargai 

kedudukan wanita, yaitu memberikannya hak untuk memegang 

urusannya. Di zaman Jahiliyah hak wanita itu di hilangkan dan di 

sia-siakan, sehingga walinya dapat semena-mena menggunakan 

hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus 

hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang 
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menghilangkan belenggu itu, kepadanya hak mahar dan kepada 

suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada 

ayahnya. Mahar yang telah dibayarkan suami kepada istrinya 

menjadi hak milik istrinya, oleh karena itu si istri berhak 

membelanjakannya, menghibahkan dan sebagainya tanpa harus 

izin dari suami atau walinya.
99

 

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada 

mempelai perempuan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah 

perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang 

pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk 

mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak 

zaman Jahiliah telah di injak-injak harga dirinya. Dengan adanya 

pemberian mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan 

tidak di anggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga 

perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau 

walinya pun semena-mena boleh mengabiskan hak-hak 

kekayaannya.
100

  

Dalam syariat Islam wanita diangkat derajatnya dengan 

diwajibkan kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya. 

Pengangkatan hak-hak pada zaman Jahiliah dengan adanya hak 

mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang 

sama dengan kaum laki-laki sebagaimana adanya hak waris dan 

hak menerima wasiat.
101

  Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 19. 

لََّ رعَۡعُيٌُُهَُّ  ََ بٖۖ  ٌٗ بَ ٱىَّزِٔهَ ءَامَىُُاْ لََّ ٔحَِوُّ ىنَُمۡ أنَ رشَِثُُاْ ٱىىِّسَبءَٓ مَشۡ أٍَُّٓٔ ََٰٔ

عَبشِشٌَُهَُّ  ََ  َۚ جَِّٕىخَ  حِشَخ  مُّ
ٓ أنَ ٔأَۡرِٕهَ ثفََِٰ زمٌُُُهَُّ إلََِّّ ٕۡ ىزِزٌَۡجَُُاْ ثجِعَۡطِ مَبٓ ءَارَ

زمٌُُُهَُّ  ٌۡ ٓۡ  ثٱِىۡمَعۡشَُفَِۚ فإَنِ مَشِ ٓ أنَ رنَۡشٌَُُاْ شَ َّٰ ُ فًِِٕ فعََسَ ٔدَۡعَوَ ٱللََّّ ََ ا  ّٗ  ّ

شٗا مَثِٕشٗا   ٕۡ  خَ

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu 

mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan 
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janganlah kamu menyusahkan mereka karena 

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang 

telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila 

mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan 

bergaullah dengan mereka menurut cara yang 

patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak 

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 

kebaikan yang banyak padanya. (Q.S An-Nisa: 

19).
102

 

Maksud dari ayat di atas adalah, Allah secara tegas 

melarang mengawini istri ayah, sekalipun bukan melalui jalan 

pewarisan atau bekas istri ayat tersebut bersedia dikawini dengan 

sukarela. Al-Qur‟an menghapus semua adat kebiasaan dan 

praktek yang merugikan perempuan dalam hal mahar. Salah 

satunya adalah bahwa apabila seorang laki-laki telah bosan kepada 

istrinya dan tidak lagi menyukainya, maka ia akan berlaku kasar 

kepada istrinya dengan tujuan untuk menyakiti hati istrinya. 

Motifnya adalah agar si istri minta cerai dan dengan cara seperti 

itu silaki-laki dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari 

apa yang telah diberikannya sebagai maskawin. 

 

Kedudukan mahar sendiri terhadap seorang suami 

hukumnya pemberian wajib suami terhadap istri. Mahar termasuk 

rukun syarat sahnya perkawinan Dalam ketentuan pasal 14 KHI 

tersebut tidak disebutkan mahar sebagai rukun nikah. Pasal 34 

KHI ayat 1
103

 menentukan bahwa mahar bukan merupakan rukun 

dalam perkawinan. Meskipun mahar bukan merupakan rukun 

nikah, tetapi Pasal 30 KHI menentukan bahwa calon mempelai 

laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai 

perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh 

kedua belah pihak, yaitu calon mempelai perempuan dan calon 

mempelai laki-laki. Ketentuan pasal 30 dan 34 KHI sesuai dengan 
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mahar yang ditentukan dalam surat An-Nisa ayat 4 dan ayat 20, 

dan surat Al-Baqoroh ayat 236. 

Kedudukan mahar sendiri terhadap seorang suami 

hukumnya wajib Syaikh Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat diatas 

dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa disebabkan 

kenikmatan yang didapat laki-laki dari perempuan yang telah 

dinikahinya dengan akad syar‟i dan permanen, maka berikanlah 

mahar kepada mereka seperti yang diwajibkan Allah atas diri 

kalian. Mahar merupakan pemuliaan bagi para perempuan, bukan 

sebagai harga dari sesuatu atau alat tukar dalam jual beli. Mahar 

bukan sebagai imbalan bersenang-senang dengan si perempuan, 

melainkan untuk mewujudkan keadilan dan persamaan sebagai 

bukti cinta dan keikhlasan.
104

 

Menurut imam syafi‟i mendefinisikan mahar adalah sebagai 

sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau 

lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya.
105

 Mahar 

adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada 

perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. 

Jika isterinya menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu 

muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh 

diterima dan tidak disalahkan. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian 

pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai 

pemberian atau ganti rugi. Mahar itu adalah memperkuat 

hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling 

mencintai antara kedua suami isteri. Dengan syari‟at mahar ini 

bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan 

wanita. Dan mahar itu memberikan hak dan wewenang untuk 

mengurus harta wanita dan mengurus dirinya sendiri.
106
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G. Kedudukan Mahar Terhadap Istri 

Dalam perkembangan berikutnya, mahar berevolusi dan 

berkembang menjadi alat yang diharuskan untuk dibayar kepada 

keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya fungsi 

ekonomi calon istri dan sebagai sarana untuk menciptakan 

kestabilan ikatan dan hubungan di antara kedua keluarga yang 

saling bermenantu. Dengan demikian, sebelum datangnya islam 

istilah mahar sudah digunakan dan berfungsi sebagai fungsi 

ekonomi keluarga pihak wanita.
107

 

Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan 

hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga 

dirinya. Dari „Aisyah ra. Ia berkata, bahwa Rasulullah Saw, 

bersabda: 

 

ْٔسَشُيُ  هَ اللهِ ص قبَهَ: انَِّ اعَْظمََ اىىِّنَبذِ ثشََمَخ  اَ ُْ عَهْ عَبئشَِخَ سض انََّ سَسُ

وخَ  )سَاي أحمذ( ظعٕف ُْ  مَئُ

  

Artinya: “Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw 

bersabda; Sesungguhnya paling besarnya berkah 

dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan 

dalam mahar” (HR. Imam Ahmad)”.
108

  

 

Dalam konteks ini kedudukan istri terhadap mahar adalah 

hak seoarang istri meminta mahar  yang harus dipenuhi walaupun 

mahar bukanlah rukun nikah  tetapi mahar adalah sesuatu syarat 

dan hak seoarang suami terhadap istrinya walaupun jumlah kecil 

besarnya tidak di tentukan dalam Al-quran dari sini kita bisa 

simpulkan nilai seorang perempuan bukan dilihat dari kecil 

besarnya mahar karna Al-Qur‟an tidak menentukan berapa besar 

kecilnya mahar namun Rasullullah memberikan hendaklah tidak 
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melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw 

yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham
109

 Jadi 

bisa kita simpulkan bahwa kedudukan mahar terhadap istri adalah 

hak istri kepada suami untuk meminta mahar untuk memenuhi 

syarat yang sudah di tentukan olah syara‟. Adapun hikmah 

disyari‟atkan nya mahar adalah sebagai berikut: 

a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari 

laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang 

berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus 

mengorbankan hartanya.  

b. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak 

kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar dari 

suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai 

kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan 

memberikan mahar tersebut.  

c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada 

isterinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau 

hibah yang oleh Al-Qur‟an diistilahkan dengan nihlah 

(pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar 

harga wanita.  

d. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah 

tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa 

dipermainkan.  

Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga 

dari perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan 

itu dari orang tuanya, pensyari‟atan mahar juga merupakan salah 

satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami isteri, yaitu 

interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan 

peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam 

kehidupan berumah tangga. 

Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga 

merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung 
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jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan 

dalam kehidupan berumah tangga. Yang berkewajiban memberi 

nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) hanyalah laki-

laki, karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa Ia 

memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha 

memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas dari 

seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, 

terutama mendidik anak. Walau dalam kenyataannya tidak sedikit 

kaum perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya dengan bekerja sendiri. 

Dalam Islam, disyari‟atkan nya membayar mahar sebagai 

hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan 

yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, 

dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, 

kemuliaan dan kehormatan perempuan di jelaskan dalam surah 

An-Nisa ayat 20.
110

 

 

ا   َْ ا فلََا رأَخُْزُ ىٍهَُّ قىِْطبَس  ْٕزمُْ احِْذَٰ رَ اَٰ ََّ جٍٍۙ  َْ نَبنَ صَ جٍ مَّ َْ انِْ اسََدْرُّمُ اسْزجِْذَاهَ صَ ََ

 ًٗ وَ َْ  ـ ب ۗ ارَأَخُْزُ ْٕ ٍْزبَو ب مِىًُْ شَ ْٕى ب ثُ جِ ب مُّ اثِْم  ََّ  

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri 

yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada 

seorang di antara mereka harta yang banyak, maka 

janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. 

Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan 

tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa 

yang nyata.
111

 

 

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam 

sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat 

melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan 
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hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika 

akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai 

ghayah (tujuan), karena itu islam sangat menganjurkan agar mahar 

atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.
112
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